BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEENEAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3
TASEUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PT. GAYO LUES MENTALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Wesumbang - a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit
ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
ekonomi daerah, bertujuan membantu dan
menunjang kebijakan umum Pemerintah
Kabupaten dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan
bidang ekonomi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

c. bahwa dalam rangka mendukung penggalian dan
pengintensifan sumber-sumber penerimaan
pendapatan daerah dan merangsang potensi
ekonomi masyarakat, perlu dibentuk / didirikan
Badan Usaha Milik Daerah;




3.

o
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢,
perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues
tentang Perubahan Atas Qanun Gayo Lues Nomor
3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah PT. Gayo Lues Mentalu.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tcntang.

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Pembentukan  Kabupaten Aceh  Barat  Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan  Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

12, Undang-undang........... J
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998
tentang Perusahaan  Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3731),

19, Peraturan, ... /8

CPeratiran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
sntang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
i telah  diubah  dengan  Peraturan

wiintah - Nomor 8 Tahun 2003  tentang

iman Organisasi Perangkat Daerah;

Poraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
: NOSlrn Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
~ 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

1 Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006
~lentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(lembaran  Negara Tahun 2006 Nomor 20,
~ tambahan  Lembaran  Negara Nomor  4609)
sehagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah - Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
ANGS),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentung Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten /  Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

Pernturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4593);
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3 N 3 Tahun 2010
" lam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor un
: P:n.bonh?kln Badan Usaha Milik Daerah PT. Gayo Lues
i (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor

nebagal berikut:

24, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi ¢
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 4737);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2
Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemaks
Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 5244);

26. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tah
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo L "\
Tahun 2008 Nomor 2); i

27.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tg
2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha M
Daerah PT. Gayo Lues Mentalu ( Lembaran Daer
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 22).

tang
bupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2010 ten

“l:mpﬂudln Usaha Milik Daerah PT. Gayo Lues Mentalu
dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2012
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Gayo Lues

Perkann,

Pasal II

| ' i ‘ tuan yang
' { Qanun ini mulai berlaku, maka acgala.ketcn
“.p;’\ dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidalk

il mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

selinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
il dengan penempatannya  dalam  Lembaran Daerah

paton Clayo Lues,

Dengan Persetujuan Bersama

/AN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan

BUPATI GAYO LUES

Disahkan di Blangkejeren

30 Oktober 2012 M
pada tanggal, 14"hqaidah 1433 H

MEMUTUSKAN: BUPATI GAYO LUES,

kan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANU ttd
KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 201
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA M

] H. IBNU HASIM
DAERAH PT. GAYO LUES MENTALU PERKASA,

M' 'uuo LLELLE ]



Diundangkan di Blangkejeren

b v i 30 Oktober 2012 M :
pada tanggah 14 Djulqaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

ttd

H. ABUBAKAR DJASBI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2012 NOMOR 46
Disalain sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Gayo Lues

ttd

MUSLIM, SE, MAP
Pembina Tk.I/ 19640902 198503 1 003




